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4.Organisasi   Perangkat   Daerah  yang  selanjutnya

disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah

dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat   Daerah  dalam

penyelenggaraan unsur  pemerintah yang  menjadi

kewenangan otonomi Daerah.

5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam

rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara

lainnya   dan   digaji       berdasarkan   peraturan

perundangundangan.

8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap

oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki

jabatan pemerintahan.

9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

selanjutnya disingkat   PPPK adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat   tertentu, yang

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka

waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas

pemerintahan.

10.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang

ASN dalam suatu satuan organisasi.











a.melaksanakan tugas belajar;

b.melaksanakan cuti diluar tanggungan negara;

c.melaksanakan cuti sakit selama 3 (tiga) bulan;

d.pejabat yang tidak memiliki tugas dan fungsi;

e.pejabat yang memasuki Masa Persiapan Pensiun

(MPP);
f.Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan

hukuman disiplin berat dan tidak diberikan TPP

selama 2 (dua) tahun;

g.Aparatur Sipil Negara (ASN) diberhentikan dengan

terhormat/tidak terhormat;

h. ditetapkan sebagai tahanan Kejaksaan Republik

Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia atau

Pengadilan;

i. diberhentikan sementara karena diduga melakukan

tindak pidana;

j.   dipekerjakan pada instansi lain, daerah lain, BUMN,

BUMD, dan sekolah swasta;

k. pindahan dari daerah/instansi lain yang belum

ditempatkan secara defenitif di OPD;

1. ASN daerah/instansi lain yang dipekerjakan pada

pemerintah daerah yang gajinya masih dibayarkan

oleh daerah/instansi lain; dan/atau

m. melaksanakan masa persiapan pensiun.

(4). TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

kepada ASN yang namanya tercantum dalam daftar

gaji-

PasalS

Jenis Jabatan yang diberikan TPP meliputi:

1.Jabatan Tinggi Pratama

2.Jabatan Administrator

3.Jabatan Pengawas

4.Jabatan Fungsional

5.Peloksana
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